
•• / , 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi v 

Tenggar~. 
2. Undang~Unc~ng .Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang..:unoang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan 
Lembaran Nagara Republik lndo-nesia Nomor 3274) 

3. Undang-Unoang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881 ); 

4. Undang-Unoang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemoentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan ·._embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Unoang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang / 
Perimbanga 1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah 1Jaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201' -Nomor 126, Tambahan Lembaran. Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Uncang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang (Lerr-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

· dan Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ni>mor 4725); 

., 

BUPATI MIJNA BARAT : 
. :, I .. :·· . .. . . 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
untuk mernenuhl kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintah naka dipandang perlu untuk menindak lanjuti 
ketentuan Fasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. bahwa dala n rangka pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi dilakukan melalui penyelenggaraan 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati te ,tang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunil< asl; 

. BIJPATfMUNA BARAT.·_: .; . 
· _ PR0V1Ns1 sui.Awes1 TENG(;ARA: · 

:: PERATURAN:BUPATl~MUN~ BARAT: 
- NOMOR 108 TAHUN 2015·: 

TENT-"lNG 

RETRIBUSI Pl:NG:~NDALIAN Ml:NARA:TELEKOMbNIKASI .: 

DENGAN RAHM AT TUHAN 'f ANG MAHA ESA 

... · - --, 

Mengingat 

Menimbang 



I 

I 
! 

7. Undang-:~ndang · Nomor 28 Tahun .2009 Teotang Pajak 
Daerah .dan Retribusi .Oaerah. (Lembaran Negara. Tahun 
2009 Nomor · 1.30, . Tsmbahan Lembaran N_egara·· .Nomor 
5049); : 

: · 8.: ._Llndang-Ur1dan9:. · Nornor .: 32. - Tahun: 2009 Tentang 
:Perlinduog;:1r1 : : .dan : .. eengelolaan; . Li,:igk~hgan : · Hidup : . 

. ::(Lembaf$n: ~eg~ra R~p,ub.lik lndon.~s-ia: T ~hun 2009.: Nomor '. 
· · : 140; Tam~c.hi:trt: Lernbaran Neg_ara · :Republik ·Indonesia · 

: Nomor 5059); · :. · : · . . : 
9. :undang7Und3ng· Nomor 5 Tahun .2014 :re~tang Aparatur 

: :· <:SjpifNegara. :: . · .. 
10.::u_ndang~Undarig No_rnor. ~3 ;1ah1.1n \ 2014 · ffentang ~ 

· Pemerintahan : ·: Daerah · .. (Lembatan. : Negara · R.epublik : 
: Indonesia· :Tahun 2014. Nomor -244 · Tary,bahan Lembaran . 
:• Negara 8epubUkJndonesi~ Nomot5587) ~ebagaimaria telah . 
:· diubah : beberapa kaU, · terakhir ,dengan Undang;.Undang 
Nornor :~ Tahun 2015, Tentang'.· Perubahan Kedua Atas · 

· Undang:-Uhdang Nomor 23 . Tahun: 2014 · _.Tentang · 
.: e.emerintahan :: ::· Daerah · (Lembaran : Neg'1ra . ~epublik - 

. :. :: lndone~ia :ratitjn· 20.15 Nornor 58, :Tambahan Lernbaran : 
·· :: ·::Negara :Republi~ Indonesia Nqmor.5679);: : · . 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang · 

Penyelengg.uaan T elekomunikasi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tanun 2000 Tentang 
Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3981); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tanun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupatent<ota (Lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repoblil< Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Penyelenggaraan . Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik lrdonesia Tahun 2010 Nomor .21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201.0 Tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

'18. Peraturan 'v1enteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah: 

19. Peraturan ~enteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2006 
Tentang Lembaran Daerah dan Serita Daerah; 

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformasi Nomor 2 

u 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna 

Ba rat. 
3. Bupati adalar Bupati Muna Barat. 
4. Pejabat adelsh pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

retribusi daerah sesual peraturan perundang-undangan 
yang berlakt.. 

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika adalah 
Dinas · Perhubungan, Komunlkasi, dan lnformatika 
Kabupaten Muna Barat. 

6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten 
Muna Barat. 

7. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima 
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika 
Kabupaten Muna Barat. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, 
dan/atau penerimaan dari setiap informasi . dalam bentuk 
tanda-tanda.isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 
melalui sistem kawat.optik, radio atau sistim elektromagnetik 
lain11ya. 

9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, 
koperasi, badan · usaha milik daerah, badan usaha milik 
negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan 
instansi pertahanan keamanan negara. 

10. ·Penyel~nggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 
penyecha~n dan pelayanan telekomunikasi sehingga 
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

11. Menara Telnkomunikasi, yang :)elanjutnya disebut menara, 
adalah bant unan-bangunan untuk kepentingan umum yang 

Pasal1 

BABI 
· KETENTUAN UMUM 

·• . .. 
.. .. MEMUTUSKAN: 

: • ;:> •: ~~RA+u~~:~J.PA.T(~UNA ei~~ . .t-ENTAN~: . :'.; . 
. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

.Tahun 200b .Tentang Pembangunan dan· Penggunaan 
Menara BersamaTelekomunikasi; . . . . 

21. Peraturan . Be.rsama Menteri Dalani : Negeri, Menteri 
: · pekerjaan Um1,1m, Menteri Komualkesi dan lnformatika dan 

· ,. ·Kepala ijadao:: Koordinasi Penanernan. Modal Nomor : . 18 
: ; :Tahun.· >200Q;· .::-- Nomor · : : ::pRJ. · - /M/2009, : Nomor: : 
.. ;. ::1~/PER/M,.K.QMlNFQ(03/2009;:: ;Ng~or .: 3,/P~OO~. ,.Tanggal . ·>:Jo ::Maijt:::200.~f Tentang: Pedorj,·n·: Pernbanqunan . dan 

' :Pen·ggu~aan Be.rsama Menara· Telekomµriika~i; : . : 
22. Peraturan Manteri Oatam :Negeri :: . Nomor 54 Tahun 2009 

·. :_Tentang: r ata Naskah. Oinas Di~ingkup Pemermtah Dae rah ; 
: 23<-Pe~turao :IVent~ri :D~larn Negeri.:)~omc;>r t Tahun 2014 

·: Ten~ang P$mb¢ritukan: Produk:Huk.um Daerah; . · · · . 
24. :~eraturan B.tpati Muna Barat Nomo~ 13:tahun:2015 Tentang 

.. •. ::Pembentuk~ri. ::()rganisasi·. dan r~ta:· Kerja Pinas i Daerah 
: : / : \i.ngkup:::ftjrti~~irj~ah: f<abupate('l~M~ria ~j:l~t ~· : :. : 

·.:.·\ ··c; ••• ·• ·~ •. ·::-~· ·~.~- 

·. Menetap_ka~ 

c • 

u 

U " . .. 



didifikan diatas tanah, atau. bangunan yang merupakan satu 
kesatuan konstruks! denqan b~ngunan gedung · yang 
dipergun~kan . · untuk kepentingan : umum yang . struktur 

· fisiknya dapat berupa rangka baja.yang:diikat:oleh berbagai 
:. simpul atau berupa bentuk t"'nggal tap pa ssnpul, . dimana 
;: Jungsi, · :des;:.in :::dan konstru~sinya .dlsesualkan :sebagai 

:: :;:-:.sarana perii.mja1)g m.enempatk~n pera_ngkat teiekomunikasi 
1Z.'::Penye~Ui Meriara yang selanjutr1ya:disebqt penyedia:adalah 

· :: ,:per~~rangan;;:~9pe.rasi; .badah u~~~~ m~Hk daerah, badan 
.·, · :usa~a :rnlli~ 1.eg~ra atau b~dan :US$.ha swasta: yang memiliki 

· .. ·dan· me:ngebla/ rnenara telekorriµQikasi: unt,uk digunakan 
:bersama:oieh penyelenggara telekornunikasi. : . : 

13. 'Pengelola : Men~ra adalah badan usaha yang mengelola 
.dan/atau: ~engc:,perasikan menara·.yang :dimi:liki oleh pihak 

. Jain: ; ", · .: :: . : ... ·: .. .. : : , . : 
14<Pengguna:. Menara . : .Telekon.,uni~a.si. : adalah : operator : 
. :• :penyedi·a [asa ;:layanan :telukoniuriU~asi y~ng meny~~a atau : 

: :·meriggul')a~an .. rrienara telekomuni~asL : · . . . ._· . 
15.: lzin.: Men~i~il<an. .B,_angunan Menarityang: selanjutnya disebut 

· . : · .: IMB Menara adalah izin mendlrikan banqunan menara yang 
. . : diberikan: '. ~~1pati atau . pejabaf yang : . dit~njuk : kepada : 

· pen·yedia .etau · pengelola rnenara telekornunikasi urituk · 
membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi 
sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan 
teknis yang berlaku. 

16. Menara Be·st;1ma adalah menara telekomunikasi yang 
digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara 
Telekomunikasi. · 

17. Pengendalian Menara T elekomunikasi adalah penataan, 
pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan 
pengoperasian menara telekomunikasi. 

18. Standar Nasional Indonesia (SNI), yang selanjutnya 
disingkat SN I .adalah standar yang ditetapkan oleh Sadan 
Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 

19. Retribusi Daarah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian i.in tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan hukum. 

20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang 
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 
keamanan, dan kepentingan umum. 

21. Retribusi Jasa. Llmum adalah jasa yang dlsediakan atau 
diberikan olah Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanaatan urnum serta dapat dinikmati oleh orang 
perorang atau badan. 

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi 
pengendalif!n menara telekomunikasi terrnasuk pemungutan 
atau pemotongan retribusi. 

23. Masa Retruusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memantaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Oaerah yang bersangkutan. 

24. Pemunguta11 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan 
besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 

h .. ·· 
. - .t- 

t\ ,::, 
c,,r· 



, Pasa14 
Subyek retrib Jsi adalah setiap orang atau badan yang 
menggunakan/menilcrnati pelayanan pengendalian menara 
telekomunikasi yang diberikan. 

Pasal3 
Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 
keamanan dan kepentingan umum. 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
dipungut retrit usi atas pernanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi 

BAB II 
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

retribusi : .kepada wajib retribusi serta pengawasan 
penyetorannya.: 

25.: Sur.at setoran .. Retribusl . Daerah, yanff disingkat . SSRD, 
· adalah sulia1 ketetapan yang oleh wajib retribusi digunakan 

· , ', untµk me~akukan pembayaran · ateu penyetoran ., ~etribusi . 
: : •. :: temtang~ ke. i<as:-daerah atau tempat pernbayaran lain yang • 

: · .: ,;, :· ditetapkan:o.eh:Pernerintal) Daer~j1;,.: : : ; ·. i: , 
· .2(>.'. S,urat -~eletap~i, . Retribusi :: D~:~rah ; sela,:ljUtny~: dapat i · 

: ·. : · :: disingkat ·SKRD: :adalah surat: keputusan: yang menentukan : 
: :: : ;i ::: besamya:jur:1la~·pokok:retribl1~i. :(. : : : '. : : .: .. · . : 

: · : :· :27-:·.$ur.~t;. Ketetapan .~etnbusi. Qaer.a,h.:. L~bih ; Bayar.: dapat : · 
: ::: / ··} :: disi,lg~ai ~SKijO.~B,. ~qal~h, sµra(i~~tetapan; retribµ!>i lebih ~ 
·: · < · : ; : :· bes,~r · );ta,ri : p:~.~a · :rtj3t,ribusi .; yan.g : ter~tang>: a.ta~ tidak : 

: -. ·:.: seharusnya terutang. : : : ·: · ·.:- ·: : · ; : : · : : 
28.' Surat Tagihan::::Retribusi: Daerati, yang dil,ingkaf STRD 

. :. ; adalah ; surat untuk melakukan ,~gih~n : retribusi dan/atau : 

. : . : sariksi c1dministrasi benipa bur.,ga:.dan/~tau denda. . : . 
29. Nilal Ju.al .Obje~:Pajak; selanjutnya:dis!ngkat! N,JOP,: adalah 

.. :: harga rata ·rata·:yang .diperoleh dari transaksi j~al bell yang 
:: :: terjadi secara::wajar .. dan bila~atja: .t.idak: terdapat transaksi 
: : juaJ bell,: J\JOP. ditentukan · mel~!ui p~rbandinga11 harga 

· ' · dengan lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau 
NJOP peng~Janti. 

30. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi 
selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi 
adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 
lingkungan untuk pendirian menara telekomunikasi yang 
diberlakuka11 oleh pernerintah daerah pada lokasi tertentu. 

31. Pemeriksaa 1 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpul1<an, mengolah data dan/atau keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi daerah 
dalam rangka . melaksanakan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi Daerah. 

32. Penyidikan ·:indak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sip I yang selanjutnya disebut penyidik, untuk 
mencari. serta mengumpulkan bukti dan informasi, 
selanjutnya dengan bukti itu menjadi [elas tindak pidananya 
di · bidang retribusi daerah . serta dapat menemukan 
tersangkan} a. 



Pasal14 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut 
dalam wilayah t(abupaten Muna Barat 

BABIX 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal13 
(1) Tarif retnousl pengendalian menara telekomunikasi 

ditetapkan jengan rumus sebagai berikut : tarif retribusi = 
2% x ( Nilai Jual Objek Pajak rnenara). 

(2) Tarif retri iusl pengendalian menara telekomunikasi 
digotongkan berdasarkan ketinggian menara sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) . 

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berlaku untuk menara 
tunggal maupun menara bersama. 

(4) Masa retribusi ditetepkan untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

BAB VIII 
STRUKTUR, BESAR DAN .MASA RETRIBUSI 

Pasal12 
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya pengawasan dan pengendalian atas 
pemanfaatan ruang bagi menara telekomunikasi, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian 
menara telekorrunikasl. 

BAB VII 
PRINSIP YANG DIANU'f DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF 

.. 
; :. : . : j : : · >.> : . Pasal 11 •• :' : : ; , _ :. : . 

. Tlngkai pengg~ra~n )asa' pengendali~ij. menara telekomunikasi 
diukur .. berdasarkan trekuensL '. p~layarian :pengawasan. 
pengendalian,:. perigecekan, dan <pernantau~n -- ternadep 
perizinan -· menara {telel<0munikasi, .keadaan ·fisik rnenara 
telekomunikas( dan' potensi kemu.ngkinan timbulnya gangguan 
dari berbaga1 r ih~k - atas berdirinya' menara dan gangglian 
terhadap menara telekomunikasi yang dilaksanakan dan 
diberikan oleh pernerintah daerah. 

u 

. ... '. 
.. . . . ,. . . . BAB VI ": , , . . . 

CARA MENG.UKUR TINGKAT PE;NGGUNAAN JASA . ·. . . . . . . . . . . ~- . . 

,. 't ,. 
. ·, .\ 

,; . 
. ';_ . 
. ' . .. 

. . 

(3) ldentitas. :hl!lkJm .. sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
. terdiri dan : . .. 

· . a. _nama dan alamat pe:inilil<; 
b. narna penanggung jawab; 

· · . · · · · ·' c. lokasi menara;. .:... . 
·•··.• .. :·~.tinggiroenar$.;(: ... ·- .· :: :. : : :. : : ; '.· <i :~~:ta~ura ·P.S~b4_at~n/pe111as.anga~ ~e~ara;: 
: : : <: .. :.;- :t.<kontraktor: menara; dan :·: : ::: ; · ,:;- · · . . : '.:. :g .. bebari:mak~inium rnenara .. :·: •,.·: . 

. . ::: : h/no·mor: dan taoggal izln IMB :: : )·· :' . · : 
' . 

~. ~. ,:,· 



Pasal10 
(1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan 

identitas huk .im yang [elas. 
(2) Sarana penaukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

terdiri dari: 
a. pertanahan (grounding); 
b. penangka · petir; 
c. catu daya; 
d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); 
e. marka hahngan penerbangan (aviation obstruction 

marking); dan 
f. sarana lair nya sesuai dengan peraturan perundang 

undangan 

Pasal9 
(1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan 

memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan 
kenyamanan warga, serta kesinambungan pertumbuhan 
industri telekomunikasi. 

(2) Pembangum:.n Menara sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) harus me,nenuhi SNI dan standar baku sebagai berikut: 
a. struktur tanah; 
b. tempat/space penempatan perangkat; 
c. ketinggian menara; 
d. struktur menara; 
e. rangka str uktur menara; 
f. pondasi rrenare: 
g. kekuatan angin; dan 
h. ketahanan terhadap gempa. 

BABV 
KETE'~TUAN PEMBANGUNAN MENARA 

Pasal8 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke 
dalam retrlbusi j asa umurn. 

'• ·- :~ -~:.,: :- . ';. ; .. - . ..-· .. . 
.. BAB IV· ... 
GOLONGAN RETRIBUSI 

.· .. , .. 
.., . _,,.·. . ·. 

... ' ,. ,,{: ,·. . . . .. . : ;-: :~ ~ .. 

· · . ':.. .:Pasal 7 . 
· :ljn~uk men~iri.lccri::ri:ienara. telekon:ipntkasi ~i daerah Kabupaten Muna Barat :wajib :mendapatkan izin pembangunan menara dari 

Pen,erintah : Daerah melalui Dinas Perhubungan Kominfo 
Ka.bupaten l\,1ijna Barat, : . : : ~ . .; 

.,. ·· ·· ·:. Pasal 6 :·· . 
Pe~yelengg~u~an: .rnenara _telekomµ~i~asi: dilakukah oleh 

. perusahaen · . yang>'.bergerak: dibidart9': telekomunikasi dan 
. lnformatika:yai,g berlokasi di daerah ~a~upaten Muna Barat.. . . . . . .. · . . 

! ... 

PasalS 
W~jib .. retri~~si .. adalah setiap orting .atau . badan. yang 
menyediakan rnenara telekomunikasl ·untuk dimanfaatkan oleh 

... p~ngusaha.teie,komunikas.i dalam..rangka perluasan transrnlsi. 

:<::}:,: ?!~ {:( J.1/ .: BAJ~11}//: ~'. : ::. : ti :·· 
:· ;; ::::, -::PENYELEN,GGARAMENARA:tELEKOMliNIKASI 

. • • ," ~ ' -'• . • • . . • I ,! 



Pasal17 
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas 

sejak diterbitkanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. 
(2) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi 

untuk menunua pembayaran retribusi atau retribusi terutang, 
sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diberikan tanda _bukti pembayaran yang sah. 

(4) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan oleh 
bendahara. 

(5) Retribusi yarg tidak atau kurang dibayar ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

(6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didahului dengan surat teguran. 

(7) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(8} Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran, waj b retribusi harus melunasi retribusi yang 
terutang. 

(9) Surat teg4re n sebaoaimana dimaksud pada ayat (6) 
dike\uarkan o eh pejabat. 

BAB XII 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

DAN PENUNDAAN Pl:MBAYARAN 

. Pasal16 
(1) Pembayarari: retrit)usi clilakukan. mela!Lii rekening bendahara 

... .: \p~neiima:: Oi11~s ,:Perhubungan .Kon,1unikE1si can .lnformatika 
· . :\ Ka.bupat~n:Muf1a{Barat. : .. :: . .:::: . . . t, . 
(2) Dalam hal 'pembayaran tunai, · hasil penerimaan · retribusi 

daerah harur disetor kerekening bendahara penerimaan 
paling lambat 1 x24 jam. 

(3) Bendahara penerimaan rnenyetor hasil retribusi ke kas 
daerah paling lambat setiap bulan dalam tahun berjalan. 

·! .. 

. ,:, \ 
,. ··: .• · . . .. , . ',i .. 

·:;.. · :BAB XI: ./:'.: .. 
: TE;MPAT:PEMBAYARAN : 

,:, .... ; 

.·.~ v " .•• ·:,·,· 1.·:., .. Pasa!16. ··,/~··~·: ~ ... 
: : : •. : :(1)::Retobusi; dlp•JriQlJt (jengan :menggOO$kan:Surat'. Ketetapan 

. : : : •. ·, (: ~RetfibvstD.aer~h::at~u.:~_okumenJaip_\i~n'g :gipe'rsamaKan. · :_· 
: : : f (2): : ;Do~µn;ie.a,: i.ain ;y~ng}dip~~-arna~arf~,bag~imana diro~k~od 
· ·: :: . .; :.:pada: -aY,at: 11}'.-'.:dapat, berupa . karcis;: kupon,: dari; kartu 

. : :: :: -:,angganan:: : : > . . . :. '. :?:_ : : : : : '.: .. 

. : (3.). '.Pµnguta.n dila_kukan oleh petugas :dari Dinas Perhubungan 
. : :; J~omuni~asi danJnforrnati~a Kabupa!en fyiuna Barat. : 
. .- : . •. ·. .. '. ( . " .·.:. . . ·~ . ; . . . . . . . . . . -. 

:,. \ :' .... , 

BAB.X 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

• 



Pasal21 
(1) Atas kelebinan pembayaran retribusi, \'Vajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) .outan 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
harus membe ·ikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 
retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah Leb\h Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu 

BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal20 
("I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kalebihan pembayaran retribusi dikembalikan 
dengan ditamoah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga· sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih 
Bayar. 

·U 

Pasal19 . 
(1) Bupati dal~~ jan.g~a waktu paling lama 6 (enarn) bulan: sejak 

·: tanggal Sl:Jr~t Keberatan diterinia harus rnemberi keputusan 
· atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bt:pati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat can Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

I 

'., ._ ,. . . ... :·· Pas~l.18 ;·:·· . '. , 
(1) Wajib retr(bys: dapat mengajukan keberatan kepada:Bupati 

· . : atau ::pejabat · yang ditunjuk- atas S1,Jrat- Ketetapan R~tribu.si 
· -. : :::. Qaerah a.tau.d~k4.m,en lain yang:~ip~rsar11akan-'. •. : : . : . 

. . . :.(2)'Kebe.ratan; q1a1u.kari s.e~raJe1tubs ch~lam bahasalndonesla 
: : ;· .: /deng~n·d.i$e.rtc1i ~·l~san ~l~san jel~s~lt?. .. : : ; : : '.: : 

: .: < (3) t<~b~ra~~ h~,u~:gjajuk~n. d~lam jatjgk~ w~ktu paling '.l~ma:.3 
: : : , :: /·(tiga): bul~p: ~~jalf~angoc:it Surat:~et~t~pan :Retribusi paerah 

· · ': · /dit~rbitkan,.:: ~ec.uali ·apat>ila: .• ~ajib : -retri,busi ; ·dap~t 
. :: menunju~kan. ~aljwa jangka, waldu.:.tu:th;lak oapat dipenuhi 
:· . : karena keadaan:di:luar: .kekuasJtan6ya. : : , . : · 

: : . { ( 4). ~engaj~ah ketie~tan tldak: :mepµn~, ke'.vVajib~n : mel)ibayar : :. 
· · •. · , r~tribusi dan pela~sanaan penagi.ha~::_retri~usi. : : : < · : 

BAB )(Ill 
KEBERATAN,: 

• 



Pasal24 
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan retribusi. 
(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterikan dengan memperhatikan kemampuan 
Wajib Retribusi. 

. BAB XVI 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

Pasal23 
(1) Piutang retnbJsi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk rnelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. , 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ) 

. . . . .. . Pasal 22 . 
(1). Hak untul< :me,akukan penagihan.:. retriousi, .kadaluwarsa 

... :-~etel~h rn.el~mpa~i jangka waktu :~ (tiga) tahun terhitung 
· ·• . :;.sejak·, saat '.terutangnya retribllsi,,:;,.kecuc.11i apabila:,Wajib 

. . Retribusi melskul<an tindak pidana d1bldang retribusi. . 
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ·.ertangguh apabila : 
a. di';erbitkan Surat Teguran; atau 
b. aca pengakuan utang retribusi dari Wajib 

R1?tribusi baik langsung maupun tidak 
1a,19sung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hun.jf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 
dengan kesacarannya menyatakan masih mempunyai utang 
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

. :· .\ .: 

··. 'r .•. ,. ,::. BAB xv; ':· . 
:; · :KADALUWARSA PENAG_IHAN 

. <: -·- •\ ··.· ....• 

•.; .. 

' .• 'l • 

· ·paling lama 1.(satu).bulan. . '. . . .: · : . . ·. 
(4) Apabila Wajib Retribusi me~pun_ya1 utang_retnbus1 .lamnya, 

kelebihan · : pern~ayaran retriousl sebaqaimana d1maksu~ 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasl 

. ,terlebih dahulu utang retribusi tsrsebut. ·: : . . . '. . 
· {5LR.engemb.~li.an ~~l~bihan pembayar.,~/et(:ib:usi .~ebag~1~ana 
:: ·.:.:;dim,aks.ud>Ipa_da::;jiyat .. (1.) . ~il~k.tJk_~r.:: ~~!am. J~ngk~; ~aktu 
:: . : ;:pJiling: laJil&·· 2:::.(dua)/bulan: :~J~k:·: ~1~er.b1tk~nnya~ .Surat 

.. :· . · ;: ~etet~pan:Retrib~~i Dae~h:tet>,11~ B,ay~r. : . . . : . . . 
· (6))\pablla Rengerribalian .kelebi~an\ pernbayaran retnbus~ 

·,dilak4kan:~~tel~~Jewat jangka wa~v.? (dua) bulan, .. Bupatl 
: : memberikan· : imoalan bunga: sebesar 2% (dua .: persen} 
: . : sebulan atlis -~eforlambatan. penibayaran l<elebil:lan retribusi. 

. c • • .... • • 



/ 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik · urytl;k inelakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah. 

(2) Wewenang pEnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adatah: 
a. Menerima. ruencarl, mengumpulkan dan meneliti 

keteranqan atau laporan berkenaari dengan tindak 
pidana di t>idang retribusi daerah; 

b. Meneljti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan · sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah ; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priibadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
eetribusi d aerah ; 

d. Memerikiksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 
dokumen ain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah: 

e. Melakukan penggeledahan untuk rnendapat bahan bukti 
pembukua n, pencatatan, dokumen-dokumen serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tug as pe11yidikan tindak pidana di bidang retribusi 

BAB XIX 
PENYIDIKAN 

Pasal27 

Pasal26 
(1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara 

Telelcomunikasi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 
kinerja tertentJ. 

(2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan 
Keputusan BL pati .. 

.. :;' . BAB xvu( 
iNSENTIF PEMUNGUTAN 

••• · t ...... 
' :: .. 

_ .... 

(3) Pemoebasan retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dlberikandenqan melihat fungs.i obje~ retriousi, . 

(4) Kete.ntuar;t · -.lebih>lanjut mengenai: :tat.a cara pengurangan, 
· keringanan · dan . pembebasan retribusj diatur dengan 

-. . . ; Keputusan B,upatf 
... :; . \ _·-:. .. . . . .: ~ . :. . ::-·::_.:: 

':: .. -. : > . . ., . · ·<· . . BAB ·XVII·\ .. · .. 
: ::: : . :'.: · ; ·.P.ENGENDALIAN: DAtf Pl;NGA.WASAN 

.• ! ' ·.; : 1 :: i : .#'·· .... .. . .:, .: : . .. ~- ·~ ;_ ::~::: ~· - . 
·., : \ ,, •• J ;:' .° •• ; '•' •\' I •. 

.. ,,_. ·· ·;:~ · ... ".:·· Pasal26<-•,.·: · .. , •. 
( 1) Bupati : . '.ty,~lalu!{ Dinas: PertiJbuogan: :Komunikasi dan 

' lnfoimatika ·rr.elakukan :pengendali~n dan pengawasan atas 
: pelaksari:aan keg,atan operasibnal: rnenara telekomunikasi 
. dan : purig 'Jtan: retribusi : pengendalian menara 
·. telekomt.inika ~i.:: ''.:: ' ... : . : . . ' 

i (2) Pengend~l,~n : d~n pengawas~n)sebagaimana dlmaksud 
·:• : :::: pada ayat:(1)Jdilakukan se,lµ~a-: kegiatan operaslcnal 

· . ;: menara t~lekon:,uoikasi dilakukao. : · : 
o ,' : • \ • • ' • •. ~ ·: • • " -'•: '.' . • • • 'I ~ I '. • ' • 

" . 
.J 1: 
i. i . ... • l j, 
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Pasal29 
('I) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang 

karena ke,1lpaannya tidak . rnemenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) dan ay.:. r (2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp. 4-.000.000,00 (empat juta rupiah}. 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 
dengan · senqaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
seseorang ya 19 menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban 
pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan 
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan tf. rhadap tmdak pidana sebaqalmana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan 
orang yang ke rahasiaannya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib 

u 

Pasal28 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga me-ugikan xeuanqan daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud paca ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

BAB XX 
KETENTUAN PIDANA 

daerah; . . . 
: , g .. Menyu.ruh berhentl melarang seseorana n:ieninggalkan 

. . . n.iangan~atai.J<tempat pada· saat pemenksaan sedang 
: :: berlahgsung: dan memeriksa identitas : orang dan: atau 
: . : .. d9kum~I') : yari'g dibawa .. sebagaimana : dimaksud : pad a 
. . huruf e ; . . . . .. : . . . 

... ..,.I, I••.,, • ' 

'h. Memo.tret: seseoranq yang berkaitan dengan :,indak 
: ptdana'. retrit.>Ul>i daerah ; . . : ... · . . , 

: i: MemangtJi: : orang untuk ~ideng~r:: k~terangannya dan 
- . , ·, .. · diperi~sa seb~gai tE:rsangk,a::ataa;i·sak~i ; : . : · : 

· I;. MengtientiKan· penyidikan ; :· . ·;:: : :: · : · : : . 
. :;: ~· · M~lakOkan :tindakan:;lairi yang::per)u: untuk kelancaran 
· · ·· p~nyidjk~r1 : tiii~ak pidana di b.id~ng : retriousl daerah .. · . 

. : . :· .: menurµt:hukµm yang:dapat dipei:tangg~ng jawabk~n. 
'(3f Penyidik > :seoagaimana dimaksµd · pada : .ayat· (1) 

· · · :- : :)~em~erita~~1ka~ :.;jn,ufainya. · periyidik.a~: d~n meyaniP,aikan 
: :h~sil. :peny.idlkannya kepada penyidik polri., sesuai dengan 
: . keterituan : yang: ::diatur dalam ·: Undang~undang: Nornor 8 

.Tahun 1~8t tentang Kitab Undang'."unda1ig Mukum1 Acara 
-Pidana. . . u 



' : 

-, ;• 

Diundangkan di Laworo ,. 
Pada Tanqqal .4:-f .~-~: ... ?-\'.l 1.S 

,, . 

.. JILIN TUMADA 

Ditetapkan di Laworo 
Pada tanggal t.1- S,2015 

rasal31 
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap oranq mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah K8bupaten Muna Barnt. 

Hal-hal yang berum dia ur dalam Peraturan Bupati ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

flasal30 

BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pajak atau w .. ,jib Retriuusi, karena itu dijadikan tindak 
pidana pengaduan. 

.. 
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